
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 13 TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 

KABUPATEN BATANG TAHUN 2005-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BATANG, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap 
daerah diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan yang dituangkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang 
dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dapat terarah, 
berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan 
kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Batang Tahun 2005-2025; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 8 tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4405); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 
tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah  
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 
Seri : E No. 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2000 
tentang Rencana Tata Ruang W ilayah Kabupaten Batang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 27 
Seri  : C No. 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 6 Seri  :  E No. 3); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

dan  
BUPATI BATANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN 
BATANG TAHUN 2005-2025. 

 
Pasal 1 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 
2005-2025 merupakan Dokumen  Perencanaan yang berisi visi, misi dan arah 
pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman dan mengacu pada Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Provinsi Jawa Tengah. 
 

Pasal 2 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 
2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 I.1.  Latar Belakang. 
 I.2.  Maksud dan Tujuan. 
 I.3.  Landasan Penyusunan. 

 I.4. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
dengan  Dokumen lainnya. 

 I.5. Sistematika Penulisan. 
 
BAB II KONDISI UMUM DAERAH 
 II.1. Kondisi Umum Daerah 

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 
2. Demografi 
3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 
4. Sosial Budaya 
5. Prasarana dan Sarana 
6. Politik dan Pemerintahan 

 II.2. Prediksi dan Analisis Kondisi Daerah 
1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 
2. Demografi 
3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 
4. Sosial Budaya 
5. Prasarana dan Sarana 
6. Politik dan Pemerintahan 

 II.3. Analisis Lingkungan Strategis Daerah 
1. Faktor Internal dan Eksternal 
2. Isu Strategis Daerah 

 
BAB III VISI DAN MISI 
 III.1. Visi 
 III.2. Misi 
 
BAB IV ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 
 IV.1. Arah Pembangunan Daerah 

1. Misi Pertama 
2. Misi Kedua 
3. Misi Ketiga 
4. Misi Keempat 
5. Misi Kelima 
6. Misi Keenam 

 IV.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah 
 
BAB V PENUTUP 

  
Pasal 3 



Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Batang Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini 
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 4 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. 

 
 
Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 6 Desember 2007 

 
 

BUPATI BATANG 
 

ttd 
 
 

BAMBANG BINTORO 
 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal 6 Desember 2007 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 
 

ttd 
 
 

SOETADI 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2007 
NOMOR 13 SERI : E NO.  : 7 

 
 
 
 
 


